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» KEPEGAWAIAN PEMKOT JOGJA

Kekurangan
Pegawai
Ditambal
Tenaga Teknis

UMBULHARJO—Pemerintah Kota (Pemkot)
Jogja akan memanfaatkan tenaga teknis yang
masuk dalam kelompok penyedia jasa perorangan
untuk memenyhi kebutuhan pegawai.

“Sejak beberapa tahun ini, kami sudah

kan penyedia jasa p untuk
memenuhi kebutuhan pegawai. Mereka tidak
dimasukkan dalam komponen belanja pegawai,”
kata Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Jogja
Dedi Budiono di Jogja, Selasa (18/1).

Menurut Dedi, Pemkot Jogja tidak melan;
ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) No.49/2018
tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan
Perjanjian Kinerja.

Mengacu pada aturan tersebut, maka tidak
akan ada lagi pegawai pemerintah yang berstatus
honorer pada 2023 sehingga pegawai pemerintah
hanya ada dua, yaitu pegawai negeri sipil (PNS)
dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
(PPPK) yang-kemudian disebut aparatur sipil
negara.

Menurut Dedi, saat ini terdapat sekitar 1.000
tenaga teknis yang bekerja di berbagai organisasi
perangkat daerah atau instansi di lingkungan
Pemkot Jogja.

“Keberadaan mereka sangat penting karena
rata-rata keterisian pegawai di Pemerintah Kota
Jogja hanya sekitar 60 persen sehingga beban
kerja setiap pegawai cukup berat,” katanya.

Tanpa tambahan tenaga teknis tersebut, lanjut
Dedi, maka dimungkinkan beban kerja pegawai
tidak bisa diselesaikan secara optimal. Kebutuhan
tambahan tenaga teknis di lingkungan Pemkot
Jogja merata di séluruh bidang, mulai dari
K h, idi hlﬂggﬂ per

“Kami akan mendorong agar tenaga teknis ini
bisa diterima menjadi PNS atau PPPK karena
mereka sudah memiliki bekal keahlian sesuai
bidang masing-masing. Saat mengikuti ujian
kompetensi, mestinya mereka bisa lebih baik
karena memiliki pengalaman bekerja di instansi
pemerintah,” katanya.

Selain menggunakan tenaga teknis, BRPSDM
Kota Jogja terus mengirimkan usulan formasi
kebutuhan aparatur sipil negara ke Pemerintah
Pusat. “Terus kami kirim usulan kebutuhan
pegawai. Tetapi, penentuan kuota formasi untuk
CPNS atau PPPK sangat tergantung keputusan
Pusat,” katanya.

Pada tahun ini, Dedi berharap akan kembali
dibuka penerimaan CPNS atau PPPK dengan
kuota yang setidaknya sama seperti penerimaan
pada 2021 sekitar 500 formasi untuk CPNS.
“Angka pensiun dilingkungan Pemerintah
Kota Jogja cukup tinggi. Makanya, kami rutin
mengirimkan formasi kebutuhan pegawai karena
jumlah yang ada sekarang masih jauh dari
kebutuhan,” katanya. (antara)
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